BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Diskriminasi usia adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan,
pelecehan terhadap individu atau sekelompok orang atas dasar usia yang
menyebabkan berkurang atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh hak atau
akses tertentu. Persyaratan usia maksimal bagi pencari kerja di perusahaan milik
swasta termasuk tindakan diskriminasi usia jika tidak didasarkan pada alasan
yang wajar ilmiah dan rasional. Pembuktian kewajaran dan keilmiahan dapat
dilihat dari produktivitas manusia, kondisi psikis dan fisik manusia, dan jenis
pekerjaan. Produktivitas manusia ditentukan oleh kondisi fisik, bakat, minat,
keahlian, pendidikan, kondisi kerja, kesejahteraan, keamanan, mesin dan
teknologi, kesempatan untuk promosi jabatan, hubungan yang baik antar pekerja
dan pimpinan, dan motivasi. Kinerja seseorang dipengaruhi kesehatan, kondisi
fisik, mental, pola hidup, dan pola pikir. Jenis pekerjaan jasmani yang
menggunakan tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik/terlatih secara
umum tidak layak untuk membatasi calon pekerjanya.

2. Substansi Pasal 5 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan Pasal 281 ayat (1) yang secara umum melarang pemberi kerja
melakukan diskriminasi. Penjelasan Pasal 5 yang hanya menyebutkan lima
macam dasar diskriminasi yang dilarang tidak sesuai dengan Pasal 281 ayat (2)
UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas
dari tindakan diskriminatif atas dasar apapun. Perbuatan diskriminatif tidak

hanya didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan keyakinan



politik, akan tetapi juga atas dasar lainnya yang bersifat membedakan,
mengecualikan, mengucilkan, melecehkan individu atau kelompok yang
berakibat pada pengurangan atau penghilangan kesempatan seseorang untuk
mendapatkan suatu pekerjaan. Penjelasan Pasal 5 yang membatasi hanya lima
macam jenis diskriminasi yang dilarang bertentangan dengan kaidah penulisan
penjelasan karena pembatasan tersebut telah melahirkan norma baru atau
peraturan baru.

. Pembatasan usia maksimal yang dilakukan oleh perusahaan tidak mencerminkan
keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan UUDNRI 1945.
Pembatasan yang termasuk sebagai tindakan diskriminatif tersebut tidak
menghormati harkat dan martabat manusia serta tidak sesuai dengan cita-cita
keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan
dilaksanakan dengan jalan kekeluargaan dan gotong royong, yaitu adanya sikap
tolong menolong dan saling mencintai sehingga tidak akan terjadi bentuk-bentuk
perlakuan yang merugikan orang lain. Persyaratan kerja yang tidak berkorelasi
langsung dengan kompetensi atau keahlian merupakan tindakan yang sewenang-
wenang dan tidak berkeadilan. Usia maksimal 25, 27, dan 30 tahun sebagai dasar
dalam penentuan penerimaan calon pekerja untuk semua jenis jabatan dalam
suatu pekerjaan tidak rasional dan tidak adil. Secara teoritis semakin bertambah
usia semakin matang kedewasaan seseorang yang akan berpengaruh positif

terhadap perilaku dan sikap dalam bekerja.



6.2 Rekomendasi

1. DPR bersama dengan Presiden yang berwenang untuk menyusun dan
menetapkan Undang-Undang sebaiknya memperluas cakupan jenis diskriminasi
yang dilarang bagi pencari kerja, tidak hanya terbatas pada 5 macam
sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan, tetapi juga mencakup usia.
Penjelasan Pasal 5 yang membatasi macam-macam diskriminasi sebaiknya
dimasukkan dalam batang tubuh Pasal 5 serta menambahkan larangan
diskriminasi usia.

2. Pemerintah sebaiknya melakukan harmonisasi dalam peraturan perundang-
undangan bidang ketenagakerjaan, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5
UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No.39 tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dengan UUDNRI 1945.

3. Perusahaan dalam melakukan perekrutan sebaiknya lebih mendasarkan pada
kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan dalam suatu jenis jabatan,
persyaratan usia sebagai syarat kerja dapat digunakan jika dapat
dipertanggungjawabkan. Jenis pekerjaan rohani yang membutuhkan
kemampuan berfikir dan pengambil keputusan dapat menentukan batas usia
minimal dengan berdasarkan pada kajian ilmiah lebih lanjut.

4. Masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya sekolah, LSM,
perusahaan serta pemerintah perlu untuk mempromosikan tentang anti
diskriminasi, khususnya diskriminasi usia. Sekolah melalui materi dalam mata
pelajaran, ko kurikuler maupun ekstrakurikuler sebaiknya memasukkan muatan

anti diskriminasi didalamnya, khususnya usia. LSM yang bergerak dalam



berbagai bidang, khususnya ketenagakerjaan sebaiknya mempromosikan anti
diskriminasi yang salah satunya adalah diskriminasi usia.

. Penelitian lebih lanjut tentang diskriminasi usia dalam bidang ketenagakerjaan
perlu dilakukan untuk lebih menguatkan argumentasi tentang diskriminasi usia
untuk pengembangan Ilmu Hukum kedepannya. Penelitian tentang jenis
pekerjaan yang sebaiknya tidak dibatasai dan dapat dibatasi dapat dilakukan

dengan penelitian lintas disiplin, utamanya bidang ekonomi dan psikologi.
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